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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Transportasi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia di 

era globalisasi ini. Transportasi juga sudah merupakan kebutuhan primer bagi 

manusia karena sangat di butuhkan dalam beraktivitas. Kebutuhan manusia akan 

transportasi juga semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Transportasi 

dapat menghubungkan kita antar satu kota, antar satu pulau, bahkan antar negara.  

 Transportasi sendiri merupakan perpindahan manusia dan/atau barang dari 

suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang 

digerakkan manusia dan/atau mesin. Perkembangan transportasi juga mendukung 

perkembangan negara itu sendiri. Banyak Negara-Negara yang mengalami kemajuan 

sangat pesat pada bidang transportasi sehingga negara itu menjadi terdepan karena 

mobilitas masyarakatnya juga sudah sangat memadai. 

 Di Negara maju, masyarakatnya biasa menggunakan transportasi umum 

sebagai sarana mobilitas mereka dan jarang sekali menggunakan kendaraan pribadi. 

Dampak dari kendaraan pribadi juga dirasa cukup besar berpengaruh pada polusi, 

maka dari itu pemerintah dari Negara-Negara maju berusaha untuk mencegah hal-

hal seperti polusi yang berlebihan terjadi, dan juga untuk melindungi bumi agar 

lebih baik lagi. 

 Kemajuan dalam bidang transportasi juga dapat menarik minat wisatawan 

dalam maupun luar negeri, karena dengan begitu para wisatawan dapat berwisata 

dengan praktis. Untuk itu, Negara maju berlomba-lomba untuk menginovasi sarana 

transportasi pada Negaranya karena banyak hal positif yang bisa diambil dari 

berkembangnya transportasi pada suatu Negara. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia berlomba-lomba untuk dapat 

berpindah tempat, dan mengirim barang dengan lebih efisien dan efektif. Terdapat 

aspek pengangkutan di dalam transportasi karena pengangkutan merupakan bagian 

dari transportasi itu sendiri. 

 Pengangkutan sendiri adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut 

dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu 

dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang 

angkutan.1 Pengangkutan sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

                                                      
1 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, h. 413 
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 Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan, 

sehingga peranan pengangkutan nampak penting.2 Indonesia yang merupakan negara 

kepulauan memungkinkan adanya sistem pengangkutan yang dijalankan lewat darat, 

udara, maupun laut agar seluruh wilayah Indonesia dapat dijangkau dengan mudah. 

Oleh karena itu, alat pengangkutan di Indonesia dituntut untuk bisa memenuhi 

kebutuhan manusia. 

 Seperti yang kita semua ketahui, pengangkut mengikatkan dirinya untuk 

mengangkut muatan yang diserahkan kepadanya, lalu menyerahkan muatan tersebut 

kepada yang ditunjuk sebagai penerima. Selama proses tersebut, pengangkut wajib 

menjaga keselamatan muatan yang dipercayakan kepadanya sebeleum sampai ke 

tangan penerima. 

Pada era globalisasi ini banyak inovasi-inovasi dari industri transportasi yang seiring 

dengan berjalannya waktu semakin banyak inovasi yang ada, karena transportasi dan 

pengangkutan sekarang ini dituntut untul lebih efisien dan efektif dalam 

penggunaannya. Salah satu contohnya adalah transportasi dan pengangkutan online. 

Saat ini transportasi dan pengangkutan online sedang sangat marak di masyarakat 

karena dinilai sangat memudahkan masyarakat dalam penggunaannya. 

Transportasi online dinilai sangat menguntungkan bagi masyarakat karena selain 

dapat menghemat waktu, transportasi online ini juga dapat menghemat biaya karena 

banyaknya promo yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi online ini. 

 Transportasi dan pengangkutan online ini sudah menjadi kebutuhan manusia 

di setiap hari, terlebih lagi dalam hal kirim-mengirim dan pindah-memindah barang. 

Terkhususnya mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi 

barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, 

teratur, bertanggung jawab, dan murah.3 

 Di dalam perjanjian pengangkutan online ini, maka pengangkut 

mengikatkan dirinya untuk mengantar muatan hingga sampai pada tujuan dan/atau 

penerimanya. Pemakai jasa transportasi online juga mempunyai kewajiban untuk 

membayar jasa yang ia pakai. Ada sistem rating dimana para pengguna jasa 

transportasi online ini bisa langsung menilai jasa yang ia pakai, sehingga para calon 

pengguna jasa transportasi online dapat mengetahui kepiawaian pengemudi 

transportasi online tersebut. 

                                                      
2 R. Djatmiko D., Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Penerbit Angkasa, 

Bandung, 1996, h. 112 
3 Achmad Nurmandi, Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, 

Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas, Penerbit JKSG UMY, Yogyakarta, 

2014, h. 311 
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 Hal ini memicu adanya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan 

transportasi dan pengangkutan online yang sesuai minat dan kebutuhan mereka 

dalam kirim-mengirim barang serta kebutuhan transportasi untuk berpindah tempat. 

Sehingga transportasi dan pengangkutan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat di berbagai bidang. Oleh karena itu dibutuhkan 

pengaturan yang tepat dalam mengatur transportasi dan pengangkutan online. 

 Pada tahun 2015, lahirlah sebuah perusahaan transportasi dan pengangkutan 

online yang dinilai sangat efisien dan efektif dalam penggunaannya yang bernama 

Go-Jek. Go-Jek sendiri berada pada naungan suatu perusahaan bernama PT. Go-Jek 

Indonesia. 

 Sebenarnya, Go-Jek juga tidak bisa dikatakan sebagai model transportasi 

baru, sebab Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua yakni 

sepeda motor,4 yang sudah cukup lama masyarakat kenal dengan sebutan ojek, yang 

melayani angkutan penumpang untuk transportasi lingkungan maupun pengiriman 

barang yang berjarak pendek. 

 Go-Jek sangat berbeda dengan ojek pada umumnya karena fasilitas Go-Jek 

ini hanya bisa digunakan melalui aplikasi pada smartphone. Selain itu, ojek online 

ini juga tidak hanya melayani jasa angkutan orang, seperti ojek pada umumnya, 

melainkan juga melayani jasa angkutan barang, dan bahkan juga menyediakan jasa 

layanan pesan antar makanan dan belanjaan di toko-toko. Sehingga, secara 

keseluruhan, pada aplikasi Go-Jek sampai sekarang terdapat 12 (dua belas) layanan 

transportasi dan pengangkutan serta layanan-layanan online lainnya, diantaranya: 

1. Go-Send, atau lebih sering disebut dengan layanan pengiriman barang. 

2. Go-Ride, jasa transportasi roda dua online 

3. Go-Car, jasa transportasi roda empat online. 

4. Go-Food, layanan pesan antar makanan 24 jam. 

5. Go-Shopping, layanan pengiriman belanjaan online. 

6. Go-Bluebird, layanan pemesanan taksi online. 

7. Go-Pulsa, layanan beli pulsa online. 

8. Go-Tix, layanan membeli tiket bioskop online. 

9. Go-Mart, layanan belanja kebutuhan sehari-hari online. 

10. Go-Box, layanan pengiriman barang dengan skala besar online. 

11. Go-Massage, layanan pemesanan fasilitas pijat dengan online. 

12. Go-Clean, layanan pemesanan fasilitas kebersihan online. 

Dengan semua fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh layanan Go-Jek ini dapat 

memudahkan masyarakat dalam menjalani kesehariannya baik dalam aspek 

                                                      
4 Dikutip dari aplikasi “Panduan Go-Jek Indonesia”, h. 1 
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transportasi maupun pengangkutan. Layanan Go-Send merupakan inovasi baru 

dalam pengangkutan dan pengiriman karena lebih efisien dan efektif dalam 

pelaksanaannya. 

Layanan Go-Send ini memungkinkan para konsumen dan/atau pengirim barang 

mengirimkan barangnya melalui jasa pengirim ojek. Para pengemudi ojek yang 

bekerja pada perusahaan Go-Jek ini menjemput barang pada tempat yang ditentukan, 

serta mengirimkannya ke tempat tujuan yang telah ditentukan juga. 

Sistem pembayaran tergantung pada kesepakatan pengirim dan penerima. Apabila 

pengirim dan penerima sepakat pembayaran ada pada pengirim, maka seorang 

pengemudi Go-Send menerima pembayaran di awal. Namun jika pengirim dan 

penerima sepakat pembayaran ada pada penerima, maka pengemudi Go-Send 

menerima pembayaran di akhir. 

Di sini pengemudi Go-Send mempunyai tanggung jawab untuk menjaga 

keselamatan barang mulai dari dijemputnya barang, hingga sampai pada penerima. 

Kewajiban pengemudi Go-Send adalah mengantar barang sampai tujuan dengan 

selamat, dan haknya adalah menerima pembayaran. Sedangkan kewajiban pengirim 

dan/atau penerima adalah membayar apa yang menjadi tanggungannya, dan haknya 

adalah menerima jasa kirim-mengirim barang dari pengemudi Go-Send. 

Konsumen yang kebanyakan pengusaha rumahan adalah yang paling banyak 

menggunakan jasa kirim-mengirim ini karena dianggap lebih praktis dibandingkan 

dengan mengirim sendiri. Para pengusaha rumahan ini memanfaatkan jasa Go-Send 

sebagai wadah untuk mengirim produknya kepada konsumennya. 

Dalam pelaksanaan kirim-mengirim barang ini, banyak konsumen yang merasa 

dirugikan. Seringkali pengemudi Go-Send ini tidak menjaga dengan baik barang 

yang menjadi kewajibannya untuk dikirim, atau ada suatu faktor seperti kecelakaan 

lalu lintas yang membuat konsumen merasa dirugikan. Para pengusaha rumahan dan 

konsumennya pun tidak luput menjadi korban dari kelalaian pengemudi Go-Send 

dalam mengirim barang sampai pada tujuannya. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, banyak dimuat pengaturan-

pengaturan tentang hukum pengangkutan seperti; pada Buku Kedua Bab V diatur 

mengenai penyediaan dan pemuatan kapal-kapal (vervracting en bevracting van 

scepen), pada Bab V A diatur mengenai pengangkutan barang-barang, pada Bab V B 

diatur mengenai pengangkutan orang-orang, dan sebagainya. 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan disebutkan Asas penyelenggaraan lalu lintas, yaitu; 

a. Asas transparan; 

b. Asas akuntabel; 

c. Asas berkelanjutan; 
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d. Asas partisipatif; 

e. Asas bermanfaat; 

f. Asas efisien dan efektif; 

g. Asas seimbang; 

h. Asas terpadu; 

i. Asas mandiri. 

Lalu disebutkan juga mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, yaitu: 

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mda angkutan lain untuk 

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, 

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjungjung 

tinggi martabat bangsa; 

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan yang telah ada dapat meminimalkan 

banyaknya kesewenang-wenangan dari berbagai pihak dan tujuan dari 

diselenggarakannya Lalu Lintas dan angkutan jalan dapat terwujud dengan baik. 

Masih banyak Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang berlalu lintas, contohnya 

ada pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi pengemudi  

Di dalam banyaknya kasus-kasus kerugian pengguna jasa Go-Send ini, para 

pengguna jasa Go-Send bertanya-tanya siapakah yang bertanggung jawab atas 

semua kerugian yang terjadi pada pengguna jasa Go-Send tersebut. Tidak dijelaskan 

bahwa siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pengguna jasa 

Go-Send ini.  

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji tentang 

konflik hukum yang timbul dari keberadaan Go-Send ini, untuk itu perlu dilakukan 

penelitian lebih mendalam, penelitian ini dituliskan dalam proposal skripsi berjudul: 

“Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui 

Transportasi Online (Go-Send)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbulah beberapa permasalahan yang 

dapat penulis kemukakan, yaitu: 

Bagaimana tanggung jawab pengangkut transportasi online apabila terjadi kerugian 

konsumen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Pada setiap penelitian harus memiliki suatu tujuan, Karena “penelitian merupakan 

suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih memperdalam 

segi kehidupan disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan baik segi teoritis maupun segi praktis. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

Untuk mengkaji dan memahami kedudukan transportasi online dalam bertanggung 

jawab apabila terjadi kerugian dan/atau wanprestasi konsumen itu sendiri. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, 

agar dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu hukum 

perdata, khususnya pada tanggung jawab pengangkut terhadap pengangkutan 

melalui transportasi online, terlebih lagi Go-Send. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran kepada para peneliti dan penegak 

hukum agar lebih bijak dalam mengambil keputusan tentang memutuskan 

kedudukan Go-Send sebagai salah satu sarana pengangkutan. 

b. Untuk dijadikan bahan masukan bagi para praktisi dan pihak pengangkut 

agar memperhatikan keadilan bagi konsumen yang mengalami kerugian 

dan/atau wanprestasi 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-

Normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan 

dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yanga 

ada.   

1.5.2 Metode Pendekatan 

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan 

tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu 

yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.5 Penelitian ini menggunakan 

Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konsep 

(conceptual approach) 

                                                      
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 

2016, h. 133 
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a. Pendekatan Perundang-undangan 

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, 

karena semua undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan 

menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan 

untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang 

dengan undang-undang lainya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen 

untuk memecahkan isu yang dihadapi. “Pendekatan perundang-undangan dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani.”6 

b. Pendekatan Konsep 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-

ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-

asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. “Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam 

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.”7 

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat. Yang 

dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh adalah doktrin–doktrin yang ada di 

dalam buku, jurnal hukum dan internet. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Apabila peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

maka yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu memecahkan suatu isu hukum, 

mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai peraturan perundang-undangan. 

Bahkan undang-undang yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang 

                                                      
6 Ibid., 
7 Ibid., h. 136 
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hendak dipecahkan ada kalanya harus juga menjadi bahan hukum bagi penelitian 

tersebut 

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pengumpulan semua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pengumpulan informasi dengan membaca peraturan perundang-undangan, maupun 

literatur yang berkaitan dengan permasalah yang dibahas berdasarkan bahan 

sekunder. Hasil dari pengumpulan bahan tersebut lalu dikelompokkan serta 

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Pertanggung jawaban penulisan ini bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan 

sistematis, sehingga isi dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, 

yaitu: 

BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi 

ini, yang di dalamnya tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup;   jenis penelitian, 

metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan 

hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Serta pertanggung jawaban sistematika. 

BAB II, Tinjauan Pustaka, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari 

penulisan skripsi ini, di dalamnya terdapat landasan-landasan teori yang merupakan 

dasar dari penyelesaian permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. 

BAB III, Pembahasan, yang merupakan penjabaran dari rumusan masalah yang ada. 

Yang menjadi pembahasan pada bab III ini yaitu seputar tanggung jawab 

pengangkut terhadap pengangkutan melalui transportasi online Go-Send dimana di 

dalam pembahasan ini ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

BAB IV, Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari 

keseluruhan penulisan skripsi ini. 
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